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ABSTRAK       :  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah 
Menyampaikan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD paling lama 6 
(enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
penjelasan tersebut maka perlu dibentuk Qanun Kota 
Lhokseumawe tentang Peranggungjawaban Pelaksanaan 

dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2012. 
  

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Lhokseumawe, Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, Undan-Undang Nomor 11 Tahun 

2006 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undan-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 

109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara 



 
 

Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Lhokseumawe, Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah, 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari APBD, Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 
8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggran 2012, Qanun Kota Lhokseumawe 

Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 

Anggaran 2012. 
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